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PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

PENGAMANAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN

DAN RUMAH TAHANAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa keamanan dan ketertiban yang kondusif di dalam

Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

merupakan syarat utama untuk mendukung

terwujudnya keberhasilan pelaksanaan sistem

pemasyarakatan;

b. bahwa untuk terpeliharanya kondisi yang aman dan

tertib diperlukan aturan hukum yang mengatur

pengamanan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah

Tahanan Negara;

c. bahwa Keputusan Direktur Jenderal Bina Tuna Warga

Nomor DP.3.3/18/14 tanggal 31 Desember 1974 tentang

Peraturan Penjagaan Lembaga Pemasyarakatan sudah

tidak memadai dan perlu disesuaikan dengan

perkembangan penanganan gangguan keamanan dan

ketertiban yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan dan

Rumah Tahanan Negara;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c serta
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untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

dan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun

1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan,

Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan

Tahanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum

dan Hak Asasi Manusia tentang Pengamanan Pada

Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang

Pemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1995 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3614);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang

Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang,

Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3858);

4. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1473);

6. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor. M. 01-PR.07.03

Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Pemasyarakatan sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor

M.HH.-0.0T.0101 Tahun 2011 tentang Perubahan atas

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor. M. 01-PR.07.03

Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

Pemasyarakatan;
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7. Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PR.07.03

Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah

Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan

Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

TENTANG PENGAMANAN PADA LEMBAGA

PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat

untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik

Pemasyarakatan.

2. Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut Rutan adalah tempat

tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan,

dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

3. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan

di dalam Lapas.

4. Tahanan adalah seorang tersangka atau terdakwa yang ditempatkan di

dalam Rutan.

5. Petugas Pemasyarakatan adalah Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan

tugas di bidang Pemasyarakatan.

6. Pengamanan Lapas atau Rutan yang selanjutnya disebut Pengamanan

adalah segala bentuk kegiatan dalam rangka melakukan pencegahan,

penindakan dan pemulihan terhadap setiap gangguan keamanan dan

ketertiban di Lapas atau Rutan.

7. Satuan Pengamanan adalah unit yang memiliki tugas melakukan

pencegahan, penindakan, penanggulangan dan pemulihan gangguan

keamanan dan ketertiban di Lapas dan Rutan.

8. Kepala Satuan Pengamanan adalah petugas pengamanan yang berada

dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Lapas atau

Rutan.
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9. Regu Pengamanan adalah Regu yang melaksanakan tugas pengamanan

baik di dalam maupun di luar Lapas atau Rutan.

10. Gangguan Keamanan dan Ketertiban adalah suatu situasi kondisi yang

menimbulkan keresahan, ketidakamanan, serta ketidaktertiban

kehidupan di dalam Lapas atau Rutan.

11. Pengawalan adalah kegiatan penjagaan, pengawasan, dan perlindungan

terhadap Narapidana dan Tahanan yang berada di dalam dan/atau di luar

Lapas atau Rutan yang melakukan aktifitas atau keperluan tertentu

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Penjagaan adalah suatu bentuk kegiatan pengamanan orang dan fasilitas

guna mencegah Gangguan Keamanan dan Ketertiban.

13. Penggeledahan adalah kegiatan pemeriksaan terhadap orang, barang

ataupun tempat yang diduga dapat menimbulkan Gangguan Keamanan

dan Ketertiban.

14. Inspeksi adalah pemeriksaan secara langsung sehubungan dengan

pelaksanaan pengamanan.

15. Kontrol adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan pengendalian

secara seksama terhadap sasaran pelaksanaan tugas pengamanan.

16. Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait

dengan perumusan kebijakan, strategi dan pengambilan keputusan

berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui

metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka

pencegahan, penangkalan dan penanggulangan setiap ancaman terhadap

keamanan negara.

17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang hukum dan hak asasi manusia.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENGAMANAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

(1) Menteri berwenang menyelenggarakan Pengamanan.

(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh

Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
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(3) Direktur Jenderal Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

melimpahkan kewenangan pelaksanaan Pengamanan kepada Kepala

Divisi Pemasyarakatan melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(4) Kepala Divisi Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

melimpahkan kewenangan dan tanggung jawab pelaksanaan Pengamanan

kepada Kepala Lapas atau Rutan.

Pasal 3

(1) Dalam menyelenggarakan Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 2 dapat dibentuk satuan tugas keamanan dan ketertiban.

(2) Pembentukan satuan tugas keamanan dan ketertiban sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:

a. Direktur Jenderal Pemasyarakatan untuk satuan tugas keamanan

dan ketertiban di tingkat pusat; dan

b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

untuk satuan tugas keamanan dan ketertiban di tingkat wilayah

provinsi.

Pasal 4

(1) Pengamanan dilaksanakan berdasarkan klasifikasi:

a. Pengamanan sangat tinggi;

b. Pengamanan tinggi;

c. Pengamanan menengah; dan

d. Pengamanan rendah.

(2) Klasifikasi Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan

pada:

a. pola bangunan; dan

b. pengawasan.

(3) Pelaksanaan klasifikasi Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

meliputi:

a. Pengamanan sangat tinggi dilengkapi dengan pemagaran berlapis,

pos menara atas, pos bawah, penempatan terpisah, pengawasan

closed circuit television, pembatasan gerak, pembatasan kunjungan

dan pembatasan kegiatan pembinaan, serta pengendalian

komunikasi;
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